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ABSTRAK 

 
Ditengah pemanfaatan teknologi dalam transaksi perbankan hingga judi online 

menjadi penting untuk memperhatikan kewenangan PPATK dalam memperhatikan 

dengan baik dan perlu adanya upaya preventif dengan maraknya judi online sendiri 

membuat pentingnya melakukan penelitian terkait kewenangan Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan dalam mencegah dan memberantas TPPU dari hasil 

tindak pidana perjudian online. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah bagaimana kewenangan PPATK dalam mencegah dan 
memberantas transaksi keuangan mencurigakan hasil tindak pidana pada perjudian 

online dan bagaimana kewenangan PPATK terhadap prosedur pemblokiran rekening 

nasabah yang terlibat perjudian online. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan memahami kewenangan PPATK dalam mencegah dan 
memberantas transaksi keuangan mencurigakan hasil tindak pidana pada perjudian 

online; dan untuk mengetahui dan memahami kewenangan PPATK terhadap 

prosedur pemblokiran rekening nasabah yang terlibat perjudian online. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative legal 

research). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan perundang-undangan (statute approach), metode pendekatan konseptual 
(conceptual approach) dan metode pendekatan kasus (case approach). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kewenangan PPATK dalam mencegah dan 

memberantas transaksi keuangan mencurigakan hasil tindak pidana pada perjudian 

online adalah melakukan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi 
Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang pada aktivitas perjudian 

online, berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk percepatan aktivitas judi 

online, dan PPATK bertugas untuk mengumpulkan dan memproses informasi 
mencurigakan terkait pencucian uang pada judi online. Kewenangan PPATK 

terhadap prosedur pemblokiran rekening nasabah yang terlibat perjudian online 

meliputi kerja sama yang dilakukan PPATK dengan pihak terkait yang dituangkan 
dengan atau tanpa bentuk kerja sama yang formal. Dalam melakukan pencegahan 

dan pemberantasan TPPU, PPATK melakukan pertukaran informasi berupa 

permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi. Dalam hal pertukaran informasi 

ini, dapat dilakukan atas inisiatif sendiri atau permintaan dari otoritas. 

Kata Kunci : Kewenangan PPATK, Perjudian Online, Pencucian Uang. 
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ABSTRACT 

 
In the midst of the use of technology in banking transactions and online 

gambling, it is important to pay attention to PPATK's authority in paying close 

attention and the need for preventive efforts. With the rise of online gambling itself, 

it is important to conduct research regarding the authority of the Financial 
Transaction Reports and Analysis Center in preventing and eradicating TPPU from 

the proceeds of criminal acts. online gambling. The formulation of the problem that 

will be discussed in this research is how PPATK's authority is in preventing and 
eradicating suspicious financial transactions resulting from criminal acts in online 

gambling and what PPATK's authority is regarding procedures for blocking accounts 

of customers involved in online gambling. The purpose of this research is to find out 

and understand the authority of PPATK in preventing and eradicating suspicious 
financial transactions resulting from criminal acts in online gambling; and to know 

and understand PPATK's authority regarding procedures for blocking customer 

accounts involved in online gambling. The type of research used is normative legal 
research. The approach methods used in this research are the statutory approach 

method, the conceptual approach method and the case approach method. The 

research results show that PPATK's authority in preventing and eradicating 
suspicious financial transactions resulting from criminal acts in online gambling is 

to carry out analysis or examination of Financial Transaction reports and 

information that indicate criminal acts of money laundering in online gambling 

activities, coordinating with the police to accelerate online gambling activities, and 
PPATK is tasked with collecting and processing suspicious information related to 

money laundering in online gambling. PPATK's authority regarding procedures for 

blocking accounts of customers involved in online gambling includes cooperation 
carried out by PPATK with related parties as outlined with or without formal forms 

of cooperation. In preventing and eradicating TPPU, PPATK exchanges information 

in the form of requesting, giving and receiving information. In the case of this 
exchange of information, it can be done on one's own initiative or at the request of 

the authorities. 

Keywords: Authority PPATK's, Online Gambling, Money Laundering. 
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